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[bookmark: _Toc136631630]BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PROPOSISI

2.1. [bookmark: _Toc136631631]Penelitian Sebelumnya
[bookmark: _Toc131680834][bookmark: _Toc131682099]Penelitian sebelumnya atau disebut juga Penelitian Terdahulu berisi penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain yang substansinya sama atau mirip dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan dalam menentukan tindakan lanjut sebagai pertimbangan penelitian. Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Tabel 2.1 
Penelitian Sebelumnya
	No.
	Nama dan Judul Penelitian
	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan
	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan

	1.
	M Afif Adityawan Anwar, Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima di New Mall Pasar Sentral Kota Makassar
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.
	Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa metode kualitatif dalam bentuk deskriptif kualitatif. 
Penelitian ini menggunakan model implementasi menurut Edward III dalam Haedar (2010). 
	 Penelitian ini berlokasi di New Mall Pasar Sentral Kota Makassar. Dalam penelitian ini upaya pemerintah melakukan relokasi dengan cara mengkomunikasikan relokasi melalui diskusi, rapat dan sosialisasi.

	2. 
	Aurora Hildawati, Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Cirebon (Studi Kasus di Jalan Raden Dewi Sartika Sumber),
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Tahun 2022.
	[bookmark: _GoBack]Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif. Output dalam penelitian ini yaitu Penataan PKL oleh pemerintah Kabupaten Cirebon yang efektif dan belum efektif. Upaya yang dilakukan dengan cara meningkatkan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Cirebon.
	Dalam penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Horn (dalam Leo Agustino (2016:133). 
Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Cirebon, Studi kasus di Jalan Raden Dewi Sartika Sumber. 

	3. 
	Dewi Citra Larasati, Impelementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL)
Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Tribhuwana Tunggadewi, 2021.
	Dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III. 


	Penelitian ini berlokasi di Alun-Alun Kota Malang. Upaya Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penertiban pedagang kaki lima ditinjau dari 4 variabel menurut Edward dan ada beberapa faktor penghambat keberhasilan penertiban.

	4.
	Rifaldy Ilham Syah Sumah,
Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Taman Kesatuan Bangsa Kota Manado,
Administrasi Publik Fisipol Universitas Sam Ratuolangi, 2020
	Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dalam penelitian ini menggunakan teori Edward III. 
	Dalam penelitian ini berlokasi di kawasan taman bangsa kota Manado

	5. 
	Zumrotus Sholikah, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi pada Dinas Perindustrian dan perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto). 
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2018.
	Dalam penelitian metode yang digunakan yaitu metode kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Edward III. 
	Pada penelitian ini berlokasi di Kota Mojokerto. 



2.2. [bookmark: _Toc136631632]Tinjauan Pustaka
2.2.1. [bookmark: _Toc136631633]Kebijakan 
Dalam buku Kebijakan Publik Uddin B. Sore (2017:3) ada beberapa teori tentang kebijakan, di antaranya menurut Eaulau dan Pewitt (1973:3), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut. Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu, sedangkan menurut Edi Suharto (2008:7), kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.
Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara pembuatan peraturan Undang-Undang, perencanaan kegiatan, dan aneka intervensi terhadap ekonomi/sosial masyarakat. Karena kebijakan itu merupakan tindakan dan keputusan pemerintah, kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi oleh pemerintah dan sesuai hukum serta wewenang pemerintah.
2.2.2. [bookmark: _Toc136631634] Kebijakan Publik
Dari berbagai kepustakaan, dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. 
Terkait dengan kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye, penulis buku Understanding Publik Policy, yang dikutip oleh Riant Nugroho D. (2004:3), menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil.
Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan kepemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu : pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan; dan ketiga, bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi (Nugroho, 2004: 100-105).
Kebijakan Publik menurut James Anderson dalam Agustino (2016:17) menyatakan bahwa: Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperlihatkan.
2.2.2.1. Tahapan Kebijakan Publik
Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn (1999) dalam Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut:
1. Penyusunan agenda
Penyusunan agenda atau agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan agenda publik yang perlu diperhitungkan. Dalam penyusunan agenda juga sangat perlu untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). 
	Menurut William Dunn (1990), isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan, baik tentang rumusan, rincian, penjelasan, maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun, tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan.
2. Formulasi Kebijakan
Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan maslah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.
3. Adopsi/legitimasi kebijakan
Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah dan mendukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.
4. Penilaian/evaluasi kebijakan
Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional, Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
2.2.3. [bookmark: _Toc136631635]Implementasi Kebijakan
Secara etimologis pengertian implementasi adalah konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. 
Implementasi dalam sebuah kebijakan pilihan yang paling efektif adalah jika kita bisa membuat kombinasi implementasi kebijakan publik yang partisipatif, artinya bersifat top-down dan bottom-up. Model ini biasanya lebih dapat berjalan secara efektif, berkesinambungan dan murah, bahkan dapat juga dilaksanakan untuk hal-hal yang bersifat National Security.
Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik di mana aktor, organisasi, prosedur, teknik, dan sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.
Mazmanian dan Sabatier mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.
Kemudian implementasi menurut teori Jones (1987) dalam Mulyadi (2016:45)  “Those Activities directed toward putting a program into effect” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Van Horn dan Van Meter (1975) : “Those actions by public and private individual (or groups) that are the achievement or objectives set forth in prior policy (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.
Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak variabel, faktor dan dimensi dan masing-masing saling berhubungan satu sama lain. Para ahli banyak mengemukakan pendapatnya tentang teori metode implementasi kebijakan. Menurut Grindle keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu : isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (contex of implementation), variabel isi kebijakan menyangkut : 
1. Kepentingan kelompok sasaran
2. Jenis manfaat
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksanaan program

	Sumber daya yang dilibatkan (AG, Subarsono, 2005:90-94). Sedangkan variabel lingkungan implementasi menyangkut :
1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik lembaga penguasa.
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

Menurut Edward III dalam Agustino (2016:137) mengungkapkan tentang implementasi kebijakan, yaitu variabel pertama yang memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, yaitu :
1. Komunikasi
Menurutnya, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Selain itu, kebijakan yang akan dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pertransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

2. Sumber Daya
Variabel kedua yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya yaitu : staf, informasi, wewenang, fasilitas.
3. Disposisi 
Variabel ketiga yaitu disposisi. Disposisi atau ’Sikap dari pelaksana kebijakan’ adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi 
Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, memungkinkan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. 
Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

2.2.3.1. Konsep Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan merupakan tahap yang strategis dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang  dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.
Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan pada proses hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.
Sementara itu Abidin (2004) memandang bahwa proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, yakni faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal meliput kebijakan yang akan diimplementasikan dan faktor-faktor pendukung. Sementara itu, utama eksternal meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.
2.2.3.2. Model Implementasi Kebijakan
Dalam Agustino (2016:136) Model implementasi kebijakan yang berspektif top-down dikembangkan oleh George C. Edward III. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan istilah Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan yang diterjemahkan oleh Edward III, terdapat 4 variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : (i) komunikasi, (ii) sumber daya, (iii) disposisi, dan (iv) struktur birokrasi. 
Dalam Yulianto Kadji (2015:63-69) Dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi memegang peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus diteruskan kepada implementor secara tepat, dan konsisten. Kurangnya sumber daya akan berakibat ketidakefektifan penerapan kebijakan. Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, maka implementor bukan hanya mengetahui apa yang menerapkannya, tetapi para implementor juga harus mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut, berikut 4 variabel menurut Edward III dalam Yulianto Kadji (2015: 64) :
a. Komunikasi (Communication)
Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, jika yang bertanggungjawab dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang benar-benar mampu melaksanakannya. 
Dalam tataran inilah, maka faktor komunikasi memegang peran penting agar implementor kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Hal ini menjadi prasyarat agar pesan dan perintah kebijakan harus komunikasikan dengan perintah yang jelas dari atasan kepada implementor kebijakan, sehingga implementasi kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. 
b. Sumber Daya (Resourches)
Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya untuk kepentingan pelayanan publik.
c. Sikap Pelaksana (Dispositions or attitudes)
Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam proses implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, maka para implementor kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya, tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 
Jika para implementor memiliki kecenderungan sikap yang baik terhadap kebijakan tertentu, maka mereka cenderung melaksanakannya sesuai juga dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan sebelumnya. Tetapi ketika perilaku dan perspektif para implementor berbeda dengan pembuat keputusan, maka proses implementasi kebijakan akan semakin tidak terarah dan bahkan membingungkan.
d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)
Meskipun sumber daya dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia untuk melaksanakannya, tapi terkadang proses implementasi kebijakan masih terhambat oleh in-efesiensi struktur birokrasi. 
Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. 
KOMUNIKASI


SUMBER DAYA

IMPLEMENTASI

DISPOSISI

STRUKTUR BIROKRASI



[bookmark: _Toc131681525]Gambar 2.1 
Model Pendekatan Direct dan Inderect Impact on Implementation
Sumber : Edward III (Agustino 2016:142)

2.2.3.3. Faktor Penentu dan Penolakan Implementasi Kebijakan
Dalam perspektif lain, implementasi kebijakan dianggap tidak efektif apabila tujuan kebijakan tidak dapat dipenuhi, jika orang-orang tetap bertindak dengan cara yang tidak diinginkan oleh maksud kebijakan, jika subjek kebijakan tidak memakai cara yang ditentukan oleh kebijakan. 
Faktor Penentu Implementasi Kebijakan (Agustino 2016:156-161) yaitu :
1. Respek Anggota Masyarakat Pada Otoritas dan Keputusan Pemerintah
Ketika relasi ini berjalan dengan baik, maka logikanya seluruh warga akan saling hormat-menghormati, memberikan respek pada (otoritas) orang tua, memberikan penghargaan yang tinggi pada ilmu dan pengetahuan, menghormati undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, mematuhi aturan hukum, mempercayai pejabat-pejabat pemerintah dan sebagainya.
Kepatuhan-kepatuhan ini akan terus berlangsung selama individu dalam masyarakat tersebut masih menganggap masih cukup banyak alasan dan argumen untuk menghormati kepatuhan-kepatuhan itu. Dalam arti kata lain, memang manusia (secara kodrati) secara moral menyadari bahwa perundangan dan hukum harus mereka patuhi sebagai suatu hal yang benar dan baik. Dalam hal ini, faktor penentu keefektifan pelaksanaan kebijakan didasarkan atas penghormatan dan penghargaan publik pada pemerintah yang legitimat.
2. Kesadaran Untuk Menerima Kebijakan
Dalam masyarakat yang digerakkan oleh logika rational choices (pilihan-pilihan rasional), banyak dijumpai individu atau kelompok warga yang mau menerima dan melaksanakan kebijakan publik sebagai sesuatu yang logis, rasional, serta memang dirasa perlu. Namun, disisi lain, terdapat individu atau kelompok yang juga tidak suka membayar pajak, apalagi dalam kondisi perekonomian yang tengah melemah. 
3. Ada atau Tidaknya Sanksi Hukum
Faktor penentu lainnya agar implementasi kebijakan dapat berjalan efektif adalah sanksi hukum. Orang akan melaksanakan dan menjalankan suatu kebijakan karena mereka takut terkena dampak sanksi hukum yang dijabarkan oleh konten suatu kebijakan seperti denda, kurungan, dan sanksi lainnya. Oleh karena itu, salah satu strategi yang sering digunakan oleh pembuat kebijakan agar subjek kebijakan menjalankan arahan kebijakan, maka sanksi hukum dihadirkan pada setiap kebijakan yang dibuatnya.

4. Kepentingan Pribadi atau Kelompok
Subjek kebijakan (individu maupun kelompok) sering memperoleh keuntungan langsung dari suatu pelaksanaan kebijakan. Maka tidak heran apabila efektivitas suatu implementasi kebijakan ikut dipengaruhi oleh penerimaan dan dukungan subjek kebijakan atas pelaksanaan suatu kebijakan.
5. Bertentangan Dengan Sistem Nilai yang Ada
Implementasi kebijakan pun dapat berjalan tidak efektif apabila bertentangan dengan sistem nilai yang ada di suatu daerah. 
6. Keanggotaan Seseorang atau Sekelompok Orang dalam Suatu Organisasi
Kepatuhan atau ketidakpahaman seseorang atau sekelompok orang pada kebijakan dapat disebabkan oleh bergabung atau tidak bergabungnya subjek kebijakan dalam suatu organisasi tertentu atau tidak. Jika subjek kebijakan bergabung dalam suatu organisasi yang tengah membela suatu kebijakan, maka secara sadar ia akan mengikuti arah kebijakan organisasi. Tetapi sebaliknya, apabila tujuan organisasi yang dimasuki oleh subjek kebijakan tersebut bertolak belakang dengan ide dan gagasan organisasinya, maka seargumenatif apa pun kebijakan yang sudah diformulasi pemerintah untuk kepentingan publik akan sulit diterima oleh subjek itu. Dan realitas ini menunjukkan bahwa tidak semua kebijakan dapat berjalan efektif.
7. Wujudnya Kepatuhan Selektif
Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua subjek kebijakan patuh atas aturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini karena sebagian besar masyarakat yang patuh pada suatu kebijakan tertentu, tetapi tidak pada kebijakan lain.
8. Waktu
Efektif tidaknya suatu implementasi kebijakan sangat dipengaruhi juga oleh faktor waktu. Jika masyarakat memandang ada suatu kebijakan yang bertolak belakang dengan kepentingan publik, maka warga akan berkecenderungan menolak kebijakan tersebut. Tetapi begitu waktu berlalu, pada akhirnya suatu kebijakan yang dulu pernah ditolak dan dianggap kontroversial, berubah menjadi kebijakan yang wajar dan dapat diterima.
Menurut James Anderson yang dikutip oleh Bambang Suggono 1994:144-145, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu :
1. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
2. Anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
3. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum.
4. Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain., yang dapat menjadi sumber ketidakpatuhan orang yang pada hukum atau kebijakan publik.
5. Apabila suatu kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. 
2.2.4. [bookmark: _Toc136631636]Pengertian Penataan
Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang di lakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, pembatasan dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam kamus Tata Ruang dikemukakan bahwa:
Penataan adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya gunakan hasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum (Soefaat Kamus Tata Ruang, Edisi I:1997).
2.2.5. [bookmark: _Toc136631637]Konsep Penertiban
Penertiban menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perbuatan, hal yang menertibkan, proses, pembuatan atau cara menjadi tertib. Istilah penertiban diawali dengan kata tertib. Pengertian penertiban dalam pemanfaatan ruang menurut Retno Widjajanti (2000:10) adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. 
Istilah penertiban diawali dengan kata tertib menurut W.J.S Poerwadarminta (2003:30) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah proses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan. Menurut Rahardjo, Satjipto (2006:25) Secara tata bahasa, penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi, dan apik, penertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak berseberangan, tetapi sama- sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. 
2.2.6. [bookmark: _Toc136631638]Pedagang Kaki Lima (PKL)
Pedagang kaki lima merupakan bagian dari sektor informal kota yang mengembangkan aktivitas produksi barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar (Evers dan Korf, 2002: 234), selanjutnya menurut International Labour Organization (ILO) pedagang kaki lima didefinisikan sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya, keterampilan yang dibutuhkan diperoleh di luar bangku sekolah, tidak dapat diatur oleh pemerintah dan bergerak di pasar persaingan penuh.
Suharto (2002) sektor informal mencakup operator usaha kecil yang menjual makanan dan barang atau menawarkan jasa dan pada gilirannya melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar, hal ini disebut sebagai sektor informal perkotaan.
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) yaitu pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah  pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Tempat berjualan PKL tidak berukuran lima kaki (1,5 meter), tetapi disesuaikan dengan lahan yang ada atau lahan yang dibutuhkan. Lokasinya pun bukan sekedar di emperan toko dan trotoar, sudah meluas sampai ke pinggir jalan maupun lahan kosong. Intinya, PKL ada di mana saja yang sekiranya bisa menghasilkan untung.
Siapa saja berpeluang untuk menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL), kemudahan ini mendorong pesatnya jumlah PKL di kota-kota karna usaha ini cukup menjanjikan bagi mereka yang tidak tertampung di sektor formal, serta bagi mereka yang termasuk angkatan kerja yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan. Musafa (2008:9) menyatakan bahwa jenis usaha sektor ini paling berpengaruh karena kehadirannya dalam jumlah yang cukup besar mendominasi sektor yang bekerja memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan, terutama golongan menengah ke bawah.
Masalah lalu timbul, dari mulai ketidaktertiban kota, kekotoran, bau busuk sampah, dan sebagainya. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah kota adalah dengan melakukan penertiban atau penggusuran. 
Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pedagang kaki lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, yaitu melayani kebutuhan barang-barang atau makanan yang dikonsumsi langsung oleh konsumen, yang dilakukan cenderung berpindah-pindah dengan kemampuan modal yang kecil/terbatas, dalam melakukan usaha tersebut menggunakan peralatan sederhana dan meiliki lokasi di tempat-tempat umum (terutama di atas trotoar atau sebagian badan jalan), dengan tidak mempunyai legalitas formal.
2.2.5.1. Jenis-Jenis Perlengkapan yang Digunakan PKL
Pedagang kaki lima mempunyai berbagai  cara untuk membuat perlengkapan sebagai alat berjualan. Ada yang membuat gerobak, membuat lapak, menggunakan pikulan, dan juga gendongan. Biasanya mereka membuat sendiri perlengkapan itu agar biaya yang dikeluarkan tidak mahal. Berikut adalah macam-macam perlengkapan para PKL :
a. Gerobak
Ada dua jenis gerobak yang biasa dipakai oleh PKL, gerobak sepeda dan gerobak dorong. Perbedaannya, gerobak sepeda mempunyai roda tiga, sedangkan gerobak dorong mempunyai dua roda dan satu cagak penahan di bagian depan. Jika kakinya ditambahkan, baik gerobak sepeda maupun gerobak dorong, jumlahnya sama, yaitu lima.
b. Lapak
Lapak adalah sejenis kios kecil yang bangunannya terbuat dari kayu, triplek atau bambu. Lapak PKL juga ada dua jenis, yang tidak permanen dan yang semi/setengah permanen. Lapak yang tidak permanen, jika para PKL habis berjualan, dibongkar dan dibawa pulang. Sementara, yang setengah permanen, rangka kios kayu yang dipakai jualan ditutup dengan terpal, lalu dibuka lagi jika akan berjualan kembali esoknya.
c. Pikulan
Ada juga PKL yang masih memilih menggunakan pikulan untuk berjualan. Biasanya pedagang pikulan ini masih banyak terdapat di daerah-daerah, di antaranya penjual bakso, bakwan, siomay, dan lain-lain. Mereka menjajakan jualannya dengan berkeliling dari rumah ke rumah.
d. Gendongan
Gendongan adalah alat yang umum digunakan oleh penjual jamu tradisional Jawa. Para pedagangnya kebanyakan perempuan dan menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Ada juga pedagang sayur atau makanan keliling yang menggunakan gendongan sebagai alat berjualan. Tidak jarang juga para pedagang jamu berjualan di stasiun atau terminal dan menggelar dagangannya di trotoar dan emperan toko.
e. Sepeda 
Di beberapa daerah tertentu, ada PKL yang memakai sepeda untuk berjualan. Jenis sepeda yang mereka gunakan biasanya sepeda tua atau yang biasa dikenal sepeda kumbang. Sepeda mereka dimodifikasi atau diolah bagian belakangnya sehingga bisa digunakan untuk menyimpan dagangannya.
2.3. [bookmark: _Toc136631639]Kerangka Pemikiran
2.3.1. [bookmark: _Toc136631640] Kebijakan
Kebijakan berasal dari bahasa inggris yaitu policy yang digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor, misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.
Kebijakan menurut pendapat Friedrich  dalam Winarno (2012:20) menyatakan bahwa : 
Kebijakan adalah kebijakan sebagai salah satu arah tindakan yang diusulkan oleh seorang, sekelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan atau mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasi suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.
Kebijakan publik menurut Anderson dalam Agustino (2016:17) menyatakan bahwa : 
Kebijakan publik adalah serangkaian yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperlihatkan.
2.3.2. [bookmark: _Toc136631641]Implementasi Kebijakan
Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “implementation” yang berarti penerapan atau pelaksanaan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. 
Model Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III dalam Deddy Mulyadi (2016:68) mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang memengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, yaitu sebagai berikut:
1. Komunikasi 
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

3. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating procedures  atau SOP). 
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